
Siaga Darurat Bencana.

Bahkan pihaknya telah

mendistribusikan berbagai

peralatan untuk mengha-

dapi ancaman bencana

hidrometeorologi ke kabu-

paten/kota. 

"Untuk kesiapan logistik

relatif tidak ada masalah.

Karena untuk kesiapan ten-

da, alat logistik lainnya

berupa terpal sudah kami

kirim ke kabupaten/kota.

Termasuk bantuan per-

makanan dan gergaji mesin

sudah dikirim ke relawan

semua. Dengan kesiapan

tersebut penanganan di-

harapkan bisa lebih opti-

mal," jelasnya.

Noviar menambahkan,

intensitas hujan diprediksi

akan tinggi dalam beberapa

waktu ke depan. Selain

memperpanjang masa

Siaga Darurat Bencana,

masyarakat diminta

mewaspadai sejumlah keja-

dian yang kemungkinan

bisa terjadi. Seperti anca-

man banjir dan tanah long-

sor.

"Biasanya DIY jarang

mengalami banjir saat hujan,

tetapi akhir pekan lalu banjir

terjadi di sejumlah titik. Early

Warning System (EWS) su-

dah terpasang semua di sun-

gai-sungai. Jadi masyarakat

akan segera diingatkan untuk

menghindar dari bantaran

sungai ketika debit air melebi-

hi ambang batas," terang

Noviar.                             (Ria)-d
Tetapi, ketika aji kekebalan itu diketahui,

dan ditaklukkan, habislah riwayat hidup

saya. Saya tak berkutik. Tak berdaya.

Sejak saat itu, saya mencoba tobat. Ingin

menjadi orang baik. He he he ... saya ini

pensiunan penjahatÓ. Begitu enteng dia

menjelaskannya.

Penulis mencoba merefleksikan kejadi-

an di atas ke dalam kehidupan kita

bersama. Pertama, karena miskin, seseo-

rang rentan menjadi penjahat. Miskin di-

maksud, ada yang bersifat kronis (hard-

core poverty atau fakir). Tanpa bantuan pi-

hak lain, dia tidak bisa makan-minum.

Ujungnya, kematian. Kemiskinan

demikian, bisa timbul karena struktur kehi-

dupan yang timpang. Karena faktor

manusia, dan/atau alam-lingkungan yang

gersang. Pencegahan dan/atau penang-

gulangan kejahatan, dapat dilakukan

melalui berbagai strategi, program, atau

proyek pengentasan kemiskinan.

Kedua, pada ranah rohaniah, dikenal

kemiskinan hati. Ciri-ciri orang terhinggapi

penyakit kemiskinan hati, antara lain:  (1)

selalu berharap diberi dan dikasihani. (2)

selalu kecewa jika tidak memperoleh

bagian atau tidak terberi (3) tidak punya

gairah dan semangat untuk memberi dan

(4) hidupnya selalu menyerah dan meny-

erah, seraya berdalih ini semua sudah

taqdir Ilahi. Kemiskinan jenis ini, sebe-

narnya jauh lebih kronis dan memba-

hayakan daripada kemiskinan harta. Ke-

pada mereka, perlu terus-menerus diberi

santapan rohani, baik melalui jalur formal

(sekolah) atau informal (masyarakat).

Amat disesalkan,  kepedulian pemerin-

tah terhadap kefakiran harta dan kemis-

kinan hati itu kurang serius. Berbagai

pembangunan fisik, khususnya infrastruk-

tur, memang meningkat. Tetapi kemiskin-

an pun meningkat lebih tinggi. Satu hal,

bahwa unsur rohaniah berupa : etika,

moral, akhlak, akhir-akhir ini merosot ta-

jam, bahkan dinihilkan. Akibatnya, berba-

gai kejahatan di bidang ekonomi, hukum,

politik (berikut dinamikanya : korupsi,

money politic, kecurangan pemilu dan

lainnya) - dari klas teri hingga klas kakap -

meningkat kualitas maupun kuantitasnya.

Maraknya kemiskinan dan kejahatan di

negeri ini, tampaknya dipicu oknum aktor-

aktor global dan nasional. Caranya?

Melalui pengarus-utamaan faham ekono-

mi sekuler-kapitalisme, faham politik indi-

vidual-liberalistik, dan faham hukum ra-

sional-positivistik. Kemajuan suatu negara

cenderung diukur dengan peningkatan

pendapatan harta, dan finansial. 

Tentu persoalan akan menjadi berbeda

bila nilai-nilai Pancasila yang dijadikan ru-

jukan. Harta dan uang haram ditabukan.

Kalaupun halal, sekadar dijadikan pe-

lengkap untuk penguatan spiritualitas dan

ketakwaan kepada Allah SWT.

Kehidupan duniawi, dimaknai sekadar ter-

minal menuju kehidupan kekal yang jauh

lebih baik, yakni ukhrowi.

Pesan moralnya, mumpung masih ada

waktu. Pertobatan dan pensiun sebagai

penjahat, tidak perlu menunggu menjadi

orang kaya. Pertobatan merupakan ben-

tuk penyembuhan jiwa yang sakit, agar

kembali sehat. Memperturutkan hawa

nafsu demi tercukupinya kebutuhan ma-

teri-duniawi, tidak ada batasnya. Senan-

tiasa kurang, kurang, dan kurang.  Bang-

sa yang jiwa-raganya sehat, pastilah ne-

garanya kuat. 

(Penulis adalah Guru Besar UGM)-d

ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN 7

KAMIS LEGI, 29 FEBRUARI 2024

( 18 RUWAH 1957 )

Kemiskinan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

Presiden:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sambungan hal 1

KASUS KORUPSI BTS KOMINFO

Yusrizki Divonis Dua Tahun Penjara

DKPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Sambungan hal 1

Siaga   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Sebelumnya, nama Linda telah tercantum

dalam pengumuman calon anggota KPU terpil-

ih kabupaten dan kota yang dikeluarkan KPU

RI.

Majelis menyebut Hasyim melakukan per-

gantian itu karena menerima informasi, Linda

masih tercantum sebagai anggota partai politik.

Namun, Hasyim tidak melakukan klarifikasi se-

cara langsung kepada Linda dan hanya mela-

kukan klarifikasi ke KPU Provinsi Sumatera

Utara. Atas dasar itu, majelis DKPP meng-

anggap Hasyim melakukan pelanggaran kare-

na tidak melakukan klarifikasi secara langsung

kepada Linda.

Sedangkan dalam perkara kebocoran DPT,

DKPP melakukan pemeriksaan dugaan pe-

langgaran kode etik penyelenggara pemilu de-

ngan nomor perkara 4-PKE-DKPP/I/2024.

"Teradu Ketua dan Anggota KPU RI, dengan in-

isidang  saya nyatakan dibuka dan terbuka un-

tuk umum," kata Heddy di Ruang Sidang

DKPP, Jakarta.

Adapun Rico sebagai pengadu perkara

tersebut hadir secara virtual melalui aplikasi ra-

pat daring, sedangkan Ketua KPU hadir secara

langsung beserta sejumlah komisionernya,

tetapi Anggota Komisioner KPU August Mellaz

hadir virtual.

Pada pokok-pokok aduannya, Rico menje-

laskan, pengaduannya itu didasari sejumlah

pemberitaan di media massa pada 29

November 2023, terkait data DPT yang diretas.

Dengan adanya dugaan kebocoran itu, Rico

mengatakan para pihak yang teradu tersebut

melanggar prinsip akuntabel sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 6 Ayat 2 huruf B

serta Pasal 6 Ayat 3 huruf f Peraturan DKPP

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik

Penyelenggara Pemilu. "Saya patut merasa

khawatir data saya juga bocor," kata Rico.

Maka dari itu, ia meminta kepada majelis

sidang DKPP memutuskan menerima pengad-

uan, menyatakan pihak teradu melanggar kode

etik, hingga memberikan sanksi pemberhentian

kepada para teradu.

Sementara itu, Anggota Komisioner KPU

Mochammas Afifudin yang mewakili pihak

teradu menjelaskan, KPU langsung melakukan

mitigasi ketika menerima informasi adanya

dugaan akses ilegal kepada data di aplikasi

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), di an-

taranya melalui berkoordinasi dengan

Bareskrim Polri hingga Badan Siber dan Sandi

Negara (BSSN).

Pada bagian lain, para anggota Komisioner

KPU sebagai pihak teradu dalam perkara

dugaan kebocoran data DPTPemilu 2024, me-

minta agar majelis sidang Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) tak memutus-

kan perkara tersebut sebagai pelanggaran

kode etik.

Anggota Komisiner KPU Betty Epsilon me-

ngatakan, KPU telah melakukan berbagai upa-

ya perlindungan dan pencegahan potensi ak-

ses ilegal terhadap data yang ada di laman

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). "Para

teradu berpandangan dalil-dalil pengadu dalam

perkara ini, adalah dalil yang tidak berdasar,"

kata Betty.

Ia menjelaskan, pihak KPU telah melakukan

pencegahan kebocoran data tersebut sesuai

dengan peraturan perundang-undangan se-

cara profesional dan akuntabel. Selain itu,

menurutnya, proses penyelidikan atas kasus

tersebut masih berproses di Bareskrim Polri.

Dengan demikian, adanya akses ilegal pada

aplikasi Sidalih, menurutnya tidak serta merta

dapat dinyatakan sebagai kegagalan per-

lindungan data pribadi. Ia juga mengatakan, pi-

haknya telah menindaklanjuti adanya akses ile-

gal tersebut sesuai prosedur.

Dengan begitu, pihaknya meminta majelis

sidang DKPP agar menolak seluruh dalil yang

disampaikan pengadu dan memulihkan nama

baik dari para teradu, yakni para Komisioner

KPU. Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy

Lugito mengatakan, majelis akan melakukan

pendalaman pada pihak-pihak terkait pada

sidang selanjutnya yang akan dijadwalkan di

kemudian hari.                                       (Ant/Obi)-d

Selain itu, Presiden Jokowi juga

menanggapi pro dan kontra dari masyara-

kat tentang kenaikan pangkat untuk

Prabowo. Kepala Negara menegaskan,

pemberian penghargaan kenaikan

pangkat istimewa sebelumnya pernah

diperoleh sejumlah tokoh, antara lain

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) dan Luhut Binsar

Pandjaitan yang saat ini menjabat Menko

Maritim dan Investasi.

Menurut Presiden, pemberian kenaikan

pangkat ini merupakan hal yang biasa di

lingkup TNI-Polri. "Bukan hanya

sekarang, dulu diberikan kepada bapak

SBY, juga pernah diberikan kepada Pak

Luhut Binsar. Ini sesuatu yang sudah bi-

asa di TNI maupun di Polri," kata Jokowi.

Penganugerahan penghargaan

pangkat jenderal bintang empat kehor-

matan kepada Menhan RI itu, karena jasa

dan kontribusinya terhadap pembangun-

an bangsa terutama bidang pertahanan

dan keamanan. "Saya ingin menyam-

paikan penganugerahan pangkat secara

istimewa berupa Jenderal TNI kehormat-

an kepada Bapak Prabowo Subianto.

Penganugerahan ini adalah bentuk peng-

hargaan sekaligus peneguhan untuk

berbakti sepenuhnya kepada rakyat,

bangsa dan negara," ujar Presiden.

Menurut Presiden, pemberian kenaikan

pangkat istimewa Jenderal TNI

Kehormatan kepada Prabowo Subianto

berdasarkan usulan dari Panglima TNI

Jenderal TNI Agus Subiyanto. "Jadi, se-

muanya memang berangkat dari bawah.

Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya

menyetujui untuk memberikan kenaikan

pangkat secara istimewa berupa Jenderal

TNI Kehormatan," jelas Jokowi.

Presiden menjelaskan, pada tahun

2022 Prabowo sudah menerima anuger-

ah Bintang Yudha Dharma Utama atas

jasa-jasanya di bidang pertahanan, se-

hingga memberikan kontribusi yang luar

biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan

negara. Pemberian anugerah Bintang

Yudha Dharma Utama tersebut telah

melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda

Jasa dan Tanda Kehormatan.

Presiden menilai, implikasi penerimaan

anugerah Bintang Yudha Dharma Utama

tersebut juga sesuai UU No 20 Tahun

2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan

Tanda Kehormatan. Selanjutnya, Pang-

lima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto

mengusulkan agar Prabowo diberikan

pengangkatan dan kenaikan pangkat se-

cara istimewa.                                     (Ant)-d

JAKARTA (KR) - Terdakwa korupsi
penyediaan infrastruktur Base Transceiver
Station (BTS) 4G dan infrastruktur pen-
dukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI
Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) periode 2020-2022, Muhammad
Yusrizki Muliawan, divonis dua tahun pen-
jara. Terdakwa Yusrizki juga dikenakan
denda Rp 250 juta subsider empat bulan
penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa
tersebut oleh karena itu dengan pidana
penjara selama dua tahun dan denda se-
jumlah Rp 250 juta dengan ketentuan apa-
bila denda tersebut tidak dibayar, akan di-
ganti dengan pidana kurungan selama em-
pat bulan," kata Hakim Ketua Rianto Adam

Pontoh di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (28/2).

Yusrizki juga dijatuhi pidana tambahan
berupa pembayaran uang pengganti se-
jumlah Rp 61.179.000.000. Namun, uang
pengganti tersebut dikompensasi dengan
uang yang telah disita dari pihak terdakwa
selama proses persidangan. "Uang peng-
ganti tersebut dikompensasikan dengan
uang yang telah disita dari terdakwa dan
PT Bintang Komunikasi Utama, dengan to-
tal sejumlah Rp 61.179.000.000, untuk se-
lanjutnya dirampas untuk negara dan
diperhitungkan sebagai pembayaran uang
pengganti kerugian keuangan negara
tersebut," tutur hakim.

Selain itu, majelis hakim memerintahkan

penuntut umum agar membuka blokir
rekening milik Yusrizki. "Menyatakan ter-
dakwa Muhammad Yusrizki Muliawan ter-
bukti secara sah dan meyakinkan menurut
hukum bersalah melakukan tipikor secara
bersama-sama sebagaimana dalam dak-
waan subsider penuntut umum," ucap
Rianto.

Pertimbangan hakim dalam memberat-
kan vonis hukuman itu adalah karena per-
buatan Yusrizki tidak mendukung program
pemerintah dalam pemberantasan tindak
pidana korupsi. Sementara itu, hal-hal
meringankan di antaranya adalah terdak-
wa merasa bersalah dan mengakui perbu-
atannya serta secara sukarela mengemba-
likan uang yang dikorupsi.          (Ant/Has)-f

GULUNG BARITO PUTERA 3-1

Persik Dekati Empat Besar
KEDIRI (KR) - Persik Kediri mendekati po-

sisi empat besar klasemen sementara BRI

Liga 1 2023/2024. Kemenangan atas Barito

Putera dengan skor 3-1, Rabu (28/2), mem-

buat Persik aman di posisi keenam klasemen

dengan torehan 40 poin dan dekat dengan

posisi empat besar.

Berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri,

duel kedua tim berlangsung menarik. Banyak

duel terjadi di lini tengah. Persik sempat men-

emui kesulitan untuk mencetak gol seiring ra-

patnya pertahanan Barito Putera. Persik baru

unggul di menit 44. Al Hamra Hehanusa

mencetak gol untuk membawa Persik unggul

1-0 di babak pertama.

Babak kedua, Persik makin menggila.

Mengandalkan Ze Valente di lini tengah,

Persik punya kreasi serangan mematikan.

Persik menjauh menit 69 lewat gol

Mohammad Khanafi mengubah skor menja-

di 2-0. Hanya berselang tujuh menit, Persik

makin menjauh. Persik unggul 3-0 setelah

Khanafi mencetak gol keduanya.

Di sisa laga, Barito Putera hanya mampu

membalas satu gol lewat Bayu Pradana

menit ke-80. Keunggulan Persik 3-1 bertahan

hingga pertandingan tuntas. Barito Putera

saat ini mengoleksi 34 poin.                  (Yud)-d 

KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

REKAPITULASI SUARA DI YOGYAKARTA: Siluet Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yogyakarta dan saksi dari

partai politik mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kota Yogyakarta di Hotel Tara,

Yogyakarta, Rabu (28/2/2024). KPU Kota Yogyakarta mulai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu

2024 dari 14 kemantren dan dijadwalkan selesai dalam dua hari. 
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